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PROFESIONALISME APARAT KELURAHAN DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Arie Junus Rorong

Abstract : The profesionalisme of county officials of Ranotana to give the public
service is in "high" category. The quality of public service can be elevated when
the county officials are in attitude and behavior of professionalism in public

service.

Keywords : Proffesionalism, County officials, Public service

L PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan merupakan tugas
utama yang hakiki dari sosok aparatur,
scbagai abdi negara dan abdi
masyarakat. Tugas ini telah jelas
digariskan dalam pembukaan UUD
1945 alinea keempat, yang meliputi 4
(empat) aspek pelayanan pokok

yang sangat luas. Pelayanan dan jasa
publik bahkan dimulai scjak seseorang
dalam kandungan ketika diperiksa
oleh dokter pemerintah atau dokter
yang dididik di universitas negeri,
mengmusaktnkehhinn,nwnempuh
pendidikan di universitas negeri,
menikmati bahan makanan

pasarnya dikelola olehpanmnuh,
menempati  rumah yang  disubsidi
pemerintah, mempemleh macam-
macam perijinan yang berkaitan

dengan dunia usaha yang digelutinya
hingga seseorang meninggal dan
memerlukan sural pengantar dan surat
kematian untuk mendapatkan kapling
di Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Luasnya  ruang  lingkup
pelayanan dan jasa publik cenderung
sangmtergmmngkepuudeologdm

oleh ruang lingkup pelayanan publik
yang  sangat luas.  Sayangnya,
pelayanan publik yang menyentuh
hampir setiap sudut kehidupan
masyarakat tidak ditopang oleh
mekanisme pengambilan keputusan
yang erbuka serta proses politik yang
demokratis. Karena itu  tidak
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pubhk. maka d:perlukan aparatur

daya manusia dalam  jajaran

kepada publik (masyarakat). Hal ini
sejalan  dengan  perkembangan
mlmkhxrdahmpamdlgmadmpmknk
administrasi bisnis saat ini, yang
menempatkan  konsumen  sebagai
pihak yang harus dilayani.
Menanggapi fenomena
tersebut, Waworuntu (1997 : 19)
mengcmukahn bahwa seorang yang

dunia

menjadikan  profesionalisme sebagai
salah satu sumber kekuatan, bahkan
unlalmpenmg\manprofcmonahsme
suatu  organisasi harus  dapat
mengetahui apa yang terbaik bagi
klien atau pelanggannya. Secama
internal, menuntut adanya kesadaran
kerja serta disiplin tinggi dari para
pegawai ke arah sikap profesional
kerja dan budaya kerja (coorporate
‘culture), sedangkan secara eksternal

mampu  menyesuaikan diri  dan
perkanhansanynnsthadn.
organisasi
punamnlun,mbcrdnyanmusia
adalah  faktor dominan yang
menentukan  kualitas  sistem dan
kegiatan sistem administrasi. Dari sisi
penyelenggaraan pemerintahan,
mudah diduga bahwa dinamika
kehidupan masyarakat akan meningkat
scbagai  akibat kemajuan  dan
keberhasilan pembangunan dibarengi
dengan derasnya arus informasiyang
datang dari  luar.  Kesadaran
masyarakat tentang  perlunya
keterbukaan  (transparancy) dan
pertanggungjawaban (accountability)
administrasi publik akan meningkat.

Dmganperkamlmn.mm(image)
dan sosok pegawai negeri yang
profesional sangat dibutuhkan dalam

upayn mengantisipasi tuntutan,

umumnya
birokrasi publik dituntut untuk dapat
menyesuaikan  diri, serta mampu
dilakukan ke arah yang lebih melayani
masyarakat.

Mengacu pada pendapat di
atas, dapat dikatakan bahwa sikap dan
kemampuan profesional dari setiap
aparat pemerintah sangat diperlukan
dalam upaya mengingkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Oleh
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memiliki komitmen profesional yang
dapat mengembangkan berbagai upaya
dan kebijakan untuk menumbuhkan
kemandirian masyarakat.

Semangat pelayanan kcpada

dltumblx!:kanbm:gkan selans dengnn

negeri (aparat birokrasi pemerintahan)
harus dapat menjadikan dirinya
sebagai  “public  servanf” yang
senantiasa mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat dan tidak
menjadikan masyarakat sebagai objek
layanan, melainkan sebagai subjek
layanan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Osborne dan Gaeblar (1996
192) bahwa “pemerintah yang
demokratis lahir untuk melayani
warganya, dan karena itulah tugas
pemerintah adalah mencari cara untuk

kemampuan profesional dari setiap
pegawai negeri (aparat birokrasi
pemerintahan) dapat dilihat dan
sejauh mana ia dapat melakukan
optimalisasi pelayanan ke arah yang
lebih  efisien dan adil, sehingga
memperoleh respek yang tinggi dari
masyarakat sebagai pihak yang
dilayani.

Mencermati pandangan di atas,
dapat dijelaskan bahwa kemampuan
dan sumber daya dari aparat sangat
diperlukan, agar orientasi pada
pelayanan dapat dicapai. Contohnya,
antara lain penyediaan waktu kerja
aparat yang benar-benar berorientasi
pada pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Aparat birokrasi

pelayanan yang ideal, adalah aparat
birokrasi yang tidak terbebani

tugas-tugas kantor lain di luar tugas-
tugas pelayanan kepada masyarakat.
Aparat pelayanan yang ideal, juga
scharusnya tidak memiliki kegiatan
atau pekerjaan lain, seperti pekerjaan
sambilan di luar pekerjaan kantor yang
dapat  mengganggu  tugas-tugas
penyelenggaraan pelayanan. Kinerja
pelayanan aparat birokrasi akan dapat
maksimal, apabila semua waktu dan
konsentrasi  aparat  benar-benar
tercurah untuk melayani masyarakat

Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Kelmrga,Smmemm (Gakin,
mutasi  penduduk, nikah, lahir,
mati/meninggal, dan lain-lain), yang
diduga belum sccara  optimal
memberikan layanan yang memuaskan
masyarakat  pengguna. Hal ini
diindikasikan dengan
munculnya  keluhan mnsymkat
pengguna terhadap kualitas pelayanan
yang dibu-iknn aparat  kelurahan,
terutama berkaitan dengan kesiapan
dan respon aparat dalam memberikan
pehymmlmyapcngmm
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kualitas pelayanan publik dengan
mengambil lokasi di Kelurahan
Ranotana Kecamatan Sario kota
Manado.

Perumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan
yang akan diteliti dapat dirumuskan
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat
profesionalisme  dan  kualitas
pelayanan publik oleh aparat
pemerintah Kelurahan Ranotana
Kecamatan Sario?

Il. KERANGKA TEORI DAN
HIPOTESIS

Profesionalisme Aparat Pemerintah
Kelurahan
Profesinalisme menurut
pamudji ( 1994:20-21) berasal dari
akar kata profesi, dalam bahasa
Inggris  dikenal dengan istilah
proffesion, yang berarti
a vocation or  accupation
requiring advanced fraining in
some liberal art or science and
usually involving mental rather
than manual work, as teaching
engineering, writing, efc (suatu
lapangan kerja atau accupation
[yang] menuntut mengendepan
paengetahuan atau seni liberal dan

pada umumnya menyertakan
mental dibmdmg/hhmya
peketjann manual,

mengajar mncms-bansm

penulisan, dll). Dari kata dasar
proffesion ini, kemudian muncul
kata jadian proffesionalisme yang
artinya  engage in  special
occupation for pay efc dan
professionalism artinya
professional quality, status, efc.
menurut  Henry
(1995 : 301), sustu profesi bisa
didefinisikan sebagai bidang khusus
dan tersendiri, umumnya memerlukan
empat tahun, serta menawarkan karier
seumur hidup bagi yang menekuninya.
Profesi selaluh dikaitkan dengan
masalah status.
Lebih lanjut, Pamudji (1994 :

pandangan Korten dan Alfonso (1981)

4]
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yang dikutip Tjokrowinoto (1996 :
190), diukur melalui keahlian yang

dimiliki oleh seorang yang sesuai

pentingnya
kecocokan antara disiplin ilmu atau
keahlian yang dimiliki oleh seseorang
karena _uka keahlian _yang dimiliki

Tjokrowinoto (1996 : 190) birokrasi
diukur melalui kopentensi sebagai
berikut :

a.) Profesionalisme yang wirausaha
(Enterpreneuria!-Profesionalism).
Kemampuan  untuk  melihat
peluang-peluang yang ada bagi

Kepada Misi Organisasi (Mission-
driven Profesionalism).
Kemampuan untuk mengambil
keputusan dan langkah-langkah
yang perlu dan mengacu kepada
misi yang ingin dicapai (mission-
driven professionalism), dan tidak
semata-mata mengacu  kepada
peraturan yang berlaku (rule-drive
professionalism).

¢.) Profesonalisme pemberdayaan
(Empowering-profesonalism).

Kmmpmnimdtpcrlukmumuk

(service
provider). Profesionalisme yang
dibutuhkan dalam hal ini adalah
profesionalisme-pemberdayaan
(empowering-profesionalism) yang
sangat berkaitan dengan gaya
pembangmmn. Dalam konsep ini
birokrasi  berperan scbagai
atau  meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk
tumbuh dengan
kekuatan  sendiri  (enabler,)
(Osbome & Gaebler,1996).
Menurut Siagian (2000)
profesionalisme dari
kecepatan dalam menjalankan ﬁmgm
dan mengacu kepada prosedur yang
telah  disederhanakan.  Menurut
pendapat tersebut, konsep
profesionalisme dalam diri aparat
dilihat dari segi :

a.) Kreatifitas (creatifity).
Kemampuan  aparatur  untuk
menghadapi  hambatan  dalam
memberikan  pelayanan  kepada
pubhk dengan melakukan inovasi.
Hal uu perlu dmnbd umuk

adanya kesediaan pemimpin untuk
memberdayakan bawahan antara
lain melalui partisipasi dalam
pengambilan  keputusan

menynngkmpekeqaan.mhml
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pekerjaan, karier dan penyelesaian
permasalahan tugas,

b.) Inovasi (innovasi),
Perwujudan berupa hasrat dan
tekat untuk mencari, menemuakan

tuntutan baru, dan pengetahuan
baru, birokrasi harus merespon
secara cepat agar tidak tertinggal
dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

infor PAN No.3 (1992 8) juga
dikemukakan  bahwa “pengertian
profesionalisme yang hanya dikaitkan
dengan ketrampilan, kemahiran dan
keahlihan berlaku secara makro dan
bnumenggambarkanmhpctmpaian
peningkatan mutu

institusi/organisasi”. Untuk
memahami  profesionalisme secara
kongkrit, Johnson (1991 18)
membedakan dua jenis pendekatan
profesi, yaitu medel ciri (rraif) dan
model fungsionalis  (finctionalist),
yang diartikanya sebagai berikut :

Model ciri rofesionalisme memberi
perumusan  yang cenderung tidak
begitu abstrak. Pendekatan model
fungsionalis lebih abstrak dan ditandai
olch penjelasan yang lebih banyak.

Dalam dan ditandai oleh penjelasan
yang  lebih  banyak.  Dalam

tertentu;  schaliknya  komponen-
komponen model ini dibatasi sampai
hal-hal yang dianggap mempunyai

perangkat daerah kabupaten dan / atau
daunhkotadibawahkewnmnymg
ditempati oleh.sejmnhh penduduk
yang mempunyai organisasi langsung
dibawah Camat, dan tidak berhak
menyalenggarakan rumah tangganya
sendiri (Anonimous,2004).

Pasal 120 ayat 2 (Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan  Daerah)  disebutkan

b. Kelurahan dipimpin oleh lurah
dnlmnpelakmmhmmya
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memperoleh  pelimpahan  dari
Bupati/Walikota

C. Selain tugas tersebut di atas, lurah
mempunyai tugas :
1). -Pellksamhn

Perangkat Kelurahan
iﬁagimmdinmksuddathndang-
Kelurahan dan Kepala-kepala
Lingkungan yang bertugas dan
berfungsi menjalankan roda
pemerintahan di dalam kelurahan ity
prinsip  koordinasi, intengrasi dan
& Seketaris kelurahan bertanggung

Jjawab kepada Kepala kelurahan

b. Kepala Lingkungan bertanggung
jawab kepada Kepala Kelurahan.
c. chalaumsanbem:lggmgjawab
kepada Sekretariat kelurahan.

Tugas dan fungsi perangkat
kelurahan dalam rangka mengelolah
inistrasi  pemerintah  kelurahan
dapat dijabarkan scbagai berikut -
a. Sckretaris kelurahan
Sekretaris kelurahan mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut :
1) Penyelengaraan pembina
kelurahan dan memberikan
pelayanan staf kepada kepala
kelurahan.

2) Fungsi sekretaris kelurahan,
Untuk  melaksanakan tugas
tersebut diatas maka sekretaris
kelmalmmnpmyaiﬁmgxi:
- Melaksanakan urusan surat

menyurat, kearsipan, dan
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Pemerintah kelurahan adalah

. PR intal
kelurahan ataw juga dapat di katakana
bahwa oleh pemerintahan kelurahan
berfungsi sebagn pelakmaan.dnlam
pencapayan  tujuan  pemerintahan

kelurahan itu sendiri. Hal ini di
pertegas bahwa pemerintahan
kelurahan adalah pelaksanaan

penyelengara semua kegiatan yang

s .
tanggungja
hubungan kerja yang di laksanakan
dengan berdasarkan pada peraturan
perundan-undanggan yang berlaku,
guna  menjalankan  pemerintahan
keurahan .
Pemerintahan  kelurahan ity
sendiri tidak dapat melepaskan diri
dlﬁpadaﬁmgxipemaintahanNegna
sebap pemerintahan kelurahan adalah
merupakan organisasi yang paling
bawah dari pada i negara,
maka dengan demikian dapat di lihat
mmﬁn@nkef}mpimmw
melaksanakan kegi

kegiatanya.
Selanjutnya, dapat dijelaskan
. fungsi pemerintah kelurahan
sebagi berikut :

& Merencanakan, yaitu membuat
suatu rencana kerja atau prongram
Operasional yang sesuai dengan
segi pendekatan yang mengarah
kepadammjm.ﬁmgsim
ruang lingkup tugas dan kewaiban

mempunyai kaitan yang sangat erat di
dalam pengelolaan administrasi baik
di  dalam tugas di bidang
pemcrinmlun,mgmdibidangmum.
tugas di bidang tatausaha, data
statistik kronologis, serta kegiatan di
bidang operasiaonal dan lain-lain
ya.

(dalam Tjiptono, 1996 : 51), kualitas
dengan produk, jasa,

lingkungan yang

atau memenuhi atau melebihi harapan.
Lebih lanjut Triguno (1997 :
76)mengatﬁkankmlitassebagiwutu
standar yang harus dicapai olch
e

mengenai  kualitas sumber daya
manusia, kualitas cara kerja, proses da
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hasilkcrjaanupmdukyangbempa
barang dan jasa.  Berkualitas
mempunyai arti “memuaskan kepada
yang dilayani, baik internal maupun
eksternal dalam arti optimal
pemenuhan atas tuntutan/persyaratan
pelanggan/masyarakat.
Kualitas pada dasamnya terkait
dengan pelayanan yang terbaik, yaitu
suatu sikap atau cara karyawan dalam
mnlayanipclnnggnnmumasyanku
secara memuaskan. Menurut Triguno
(1997 : 78) pelayanan/penyamaian
yang terbaik, yaitu melayani setiap
saal, secara cepat dan memuaskan,
berlaku sopan, ramah dan menolong,
serta profesional dan mampu.” Lebih
lanjut, dikatakan bahwa secara garis
besar ada empat unsure pokok yang
terkandung di dalam pelayanan yang
unggul (service excellent), yaitu :

yang rerintengrasi, artinya pelayanan
menjadi tidak excellence bila ada
komponen yang kurang. Kualitas
jasa/layanan yang baik akan dapat
mamberikan kepuasan kepada
masyarakat, yang pada akhimya akan
menciptakan loyalitas masyarakat
kepada  organisasi/institusi  yang

Selanjutnya, Wyckof (dalam
Tiiptono 1996 : 59) mengartikan
kualitas jasa/layanan itu sebagai
“tingkat keunggulan yang diharapkan

dan pengendalian.

Kmhuspadadamnyatcﬂmt

(1997
‘saat, secara cepat dan memuaskan,

berfaku sopan, ramah dan menolong,
sennpmfeaomldanmunm Lebth

yang terintengrasi , artinya pelayanan

Selanjutnya, Wyckoy (dalam
Tjiptono, 1996 : 59) mengartikan
Imahtas jasa/layanan itu  sebagai

pengendalian.

Eg

(1990)
mengemukakan dalam mendukung hal
tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi
yang harus diperhatikan dalam melihat
tolak ukur kualitas pelayanan publik,
yaitu sebagai berikut :

1. Tangible, terdini atas fasilitas fisik,

pelayanan yang dijanjikan dengan

cepat;

3. Responsiveness, kemauan untuk
membantu konsumen bertanggung
jawab terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan;
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b

hubungan pribadi;

Credibility, sikap jujur dalam

setiap upaya untuk menarik

kepercayaan masyarakat;

7. Security, jasa pelayanan yang
diberikan harus bebas dari
berbagai bahaya dan resiko;

8. Acces, terdapat kemudahan untuk
mengadakan kontak dan
pengadaan;

9. Communication, kemauan pemberi
pelayanan untuk mendengarkan
suara, keinginan tau aspirasi
pelanggan, sekaligus kesediaan
untuk  selalu  menyampaikan

10. Understanding ~ the  customer,
melakukan segalah usaha untuk
mengetahui kebutuhan pelanggan;

Organisasi pelayanan public
mempunyai ciri public accountability,
dimana  setiap warga Negara
kualitas pelayanan yang mercka
lerima. Adalah sangat sulut untuk

6.

karakteristik suatu produk (barang
dan/atau  jasa) yang menunjukan
kemampuan  dalam  memenchui
kebutuhan. Kualitas sering  kali
memuaskan pelanggan atau sesuai
dengan persyaratan atau kebutuhan.
System pemberian pelayanan yang
baik dapat silihat dari besarnya
sumberdaya manusia yang dimiliki
olech  birokrasi  secars  efektif
didayagunakan  untuk  melayani

i pengguna  jasa.
Kemampuan dan sumber dayua dari
apuatbuohumwdnpcrlukanagu
orientasi pada pelayanan dapat dicapai
(Dwiyanto, 2002 : 67).

Dalam  kaitannya  dengan
pelayanan aparat pemerintah, Rasyid
(1997 : 3-4), mengemukakan bahwa
yang efisien dan adil sebagai berikut :
Pelayana publik yang efisien dan adil
akan secara langsung dapat merangsang
hhnnynlapekmymalmaussikap
masyarakat (servant leanders). Pada
yang melayani masyarakat secara tulus
akan mendorong terpeliharanya iklim

Dengan demikian, melalui
pelayanan yang baik, selain dapat
bermanfaat bagi masyarakat, juga
dapat bermanfaat terhadap citra aparat
pemerintah itu sendiri. Mengingat
pelayanan, organisasi publik perlu

selayang padang (1990:35), bahwa
kualitas pelayanan aparatur
pemerintah  kepada  masyarakat
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Profesionalisme Aparat Dalam
Meningkatkan Kualtas Pelayanan

Publik

Kemampuan aparatur
pemerintah untuk  memberikan
pelaymmletbaikkepadanmymm
akan membawa dampak positif bagi
reputasi, image dan performance

pegawai/aparat pemerintah  dituntut
tinggi dan lebih spesifik guna
memuaskan  masyarakat pengguna
atau pelanggan yang membutuhkan
pelayanan tersebut.

tuntutan dan kebutuhan masyarakat
akan pelayanan yang  semakin

mnnglpn mengusahakan
profesionalisme  aparatur (pegawai
negeri). Hal ini sejalan

pendapatl(ristiadi(lm:BS)yang
menyatahkan bahwa : dalam fungsi
pclaymnya,apuatmnegmhm
antara tuntutan actual masyarakat
dengan kemampuan untuk memenuhi
funtutan  tersebut.  Untuk  jtu,
profesinslisme  aparatur  mutlak
diperlukan seiring dengan

pendayagunaan  kelembagaan dan
ketatalaksanaan.

Pendapat yang sama juga
dikemukakan oleh Rasyid (1997 b :
17-18) yang menyatakan bahwa
“....agaknya sulit diingkari bahwa
peningkatan kualitas profesionalisme
para  birokrasi merupakan  suatu
keharusan™. Yang perlu dijaga adalah

: , merugikan
masyarakat, seperti lahimya sikap
arogansi dari para birokrasi akibat
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[Il. METODE DAN
PEMBAHASAN HASIL

Penelitian ini mengunakan
.desain analitik diagnostic dengan
metode deskriptif. Pengunaan desain
dan metode tersebut didasarkan pada
desain yang digunakan sangat relevan
denm&xjanpeneliﬁan.semenmdi
sisi yang lain, pengunaan metode
deskritif dimunkinkan karena
penelitian ini mengangkat
permasalahan yang cukup actual serta
bertujuan untuk menganalisis gejala
sosial.

Hasil analisis data tersebut di
atas memperlihatkan adanya
keoenderun_m responden yang

dengan kualitas yang juga lebih tinggi.
Hal ini memberikan petunjuk bahwa
antara profesionalisme dan pelayanan
publik yang berkualitas mempunyai
hubungan yang sifatnya korelasional
dan kontributif. Artinya bahwa apabila
profesionalisme  aparat  kelurahan
dapat  ditingkatkan dalam taraf
tertentu, maka pada gilirannya akan
mendorong meningkatkan kualitas
pelayanan publik itu sendiri. Simpulan
sementara ini menghantarkan penulis
untuk melakukan uji  hipotensis
dengan menerapkan uji Chi-Square.
Hasil analisis Chi-Square,
diperoleh harga X’y 27,110
sementara X1, dengan dk dan tingkat
siknifikansi 1% (a : 0,01) diperoleh
sebesar 13.277. Dengandanxkumfm
> s (27,110 > 13277) pada taraf
siknifikasi 1%.
Hasil  perhitungan  diatas
menunjukan adanya hubungan yang
sangat bermakna atau sangat nyata

(signifikan) antara professionalisme
aparat kelurahan dengan kualitas
pelayanan  publik pada tingkat
singnifikansi 1%, sekaligus telah teruji
hipotensi penelitian yang menyatakan
“profesionalisme aparat pemerintah
kelurahan  dapat meninglmkzn

kualitas  pelayanan  publik
Kelurahan Ranotana Kecamatan Sano

Kota Manado™.
beberapa ahli, diantaranya, Pamudji
(l994.30)meugauhkmbahvm“sad:m

bukan sam-sanmya jalan  untuk
meningkatkan pelayanan publuk, karena
masih ada altemmative lain, misalnya
prosedur kerja yang efisien tetapi
tuntutan adanya aparatur  yang
ptofamudndakdapudahnﬂmoleh

(publik),
membutuhkan pelayanan jasa melalui
pegawai pada Kantor Kecamatan
Sario Kota Manado.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
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sekaligus menguji hipotensis yang
kesimpulan yang dapat ditarik antara
lain sebagi berikut :

1. Secars umum, rata-rata responden
aparal i kelurahan
Ranotana Kecamatan Sario dalam
memberikan pelayam'm .publik
berada pada kategori “tinggi”,
namun  penilaiyan  responden
terhadap kualites pelayanan publik
masih berada pada kategori
“sedang” atanmu\cngah.

Hasil  pengujian  hipotensis
menunjukan bahwa kedua variable
mempunyai  hubungan  yang
signifikan. Artinya bahwa kualitas
pelayanan publik dapat
meningkatkan  apabila  aparat
pemeritah kelurahan
memperlihatkan sikap dan perilaku
profesional dalam memberikan
pelayan publik.

Betdasarkan kesimpulan pada butir
2 (dua) diatas, maka dapat
diartikan akhir bahwa hipotensis
yang diajukan dapat diterima
keberlakuanya secara empirik
sekaligus menjustifikasi teori-teori
yang mendasarinya.

Saran-saran
Mengacu pada hasil temuan dalam

penelitian ini, maka dapat diberikan

beberapa saran, antara lain :

1. Diperlukan komitmen yang kuat
dari aparat kelurahan dalam
memberikan pelayanan publik
pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik, terutama
prinsip responsifitas, partisipasi
dan akuntabilitas publik. Hal ini
dapat dicapai aparat kelurahan itu

lingkungan kerja yang lebih
kondusif lagi.
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